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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU

. a. bahwa Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat
Daerch sampai batas waktu yang ditetapkan fidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap
rancangan perafuran daoerah fentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD), kepala daerah
melaksanakan pengeluaran setinggi-ingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya  untuk  membiayai
kepetluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD;
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Mengingat

b. bohwa berhubung sampai dengan tanggal 16 Maret 2013, DPRD Kabupaten Kepulauan Aru belum memberi

© ——

persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah digjukan, maka untuk memperoleh
persetujuan Gubernur Maluku guna melaksanakan pengeluaran sefinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perfu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang APBD Tahun Anggaran 2013.

. Undang- Undcmg Nomor 12 Tohun 1985 Tentang Pajak Bumi dom Bangunan (tembaran Negora Republik Indonesia Tahun

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 {Lembaran Negara Repubhk Indonesm thun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembcran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tonoh dan Bangunan (Lembaron Negaro
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tombahc[n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 34688);

Undang-Undang No‘mor 28 Tahun 1999 fen’fcmg Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3851); '

Undohg—UndGng Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negarg Republik_ Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tenfcmg Susunan dan Kedudukan Mojelis Permusyawaratan
Rokyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwokilan Rakyat Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur Kabupaten Seram
Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4350); ‘ '

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Repubilik Indcmesm Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan tembaran Negara Republik indonesia Nomor 4355);




8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jowob Keuangan Negara
{Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tcmbahcrr\ Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor

4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembongunan Nasional {Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik iIndonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ientong Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. .
- 2004 Nomor 125, Tambahan Llembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagoimanq felah divbah beberapa.
kalli terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun _2(_)08 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik
- Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 fentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesic Nomor 4844);
11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 fentang Perimbangan Keuangan Anfara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tchun 2004 Nomor 126, Tambcahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ’fen’fcmg Pajok’ Daerah dan Refribusi Daerah {Lembaran Negara Repubh’k

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negarc Republik Indonesia Nomaor 5049);

13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembéﬂ’rukan Perafuran Perundang-Undangan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepdala Daerah {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4028); - 7

15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran'Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4029);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota DPRD {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4416} sebagaimana felah dibuah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005




tentang Perubahan Afas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tenfang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

17.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keudngan Badan Layanan Umum
{Lembaran Negara Republik tndonesm tahun 2005 Nomor 48, Tombchan Lembcxrcm Negcro Repubtlk Indonesia Nomor
4502): .. :

18. Peraturan Pemerintah Repubilik indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Plnjomon Daerah (Lembc:trcm Negczro Repubhk
Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);.

19. Pergiuran Pemermfoh Repubhk Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tenfcng Dandg Penmbongan (Lembaran Negara
Repubilik Indonesia Tchun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran
Negara Republik indonesia fahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 fentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22.Peraturan Pemerintah Repubiik indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang. Penyusunan dan -Penerapan Standar -
Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tombc&hon Lembaran Negoro
Republik Indonesia Nomor 4585);

23.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun QOOSAfenfang Pedoman Pembindcm dan Pengoawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerch (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4592);

24.Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 8 T,Cthﬂ. 2006 ‘renfchg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerinfah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614); '

25.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 fentang Perubahan keenam Atas Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);




26.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712); ' '

27.Peraturan -Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemeiintah, Pemerintah Darerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubiik

. indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

28.Peraturan Pemerihfoh- Rep‘ublik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 ’fentqhg Organisasi Perangkat Daerah (Lembdrdn .
Negara Republik Indonesic Tahun 2007 NomOr 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);. -

29.Pero‘rurdh"Pémérinfch Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 ’ren"rdh-g Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembc}ron‘N'e_gar_a Republik Indonesia Nomor 5145);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ienfang Hibah Daerah (Lemboron Negara Republik indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5272);

31.Pergiuran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ténfong Pengadaan Bctrc:n'g/Jct"sq Pemerintah, sebagaimana telah diubah
beberapa kall, teraknir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahurt 2012 fentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
‘Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pe__méri_nfoh {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); |

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
sebagaimana teltah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Daldin Negerl Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Kewangan Daerah;

33.Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 21 Tahun 2007 fentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpindn Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapafan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana yong telah diubah dengan Perafuran Menteri Dalam Negeri




Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 144);
35, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Renconc Pembangunan Jangka Menengan

T - Daerah {(RPIMD) Kabupaten Kepulauan Aru 2011 - 2015;
36.Surat Kefua DPRD chupu’ren Kepulauan Aru Nomor 025/!71/04/115/2013 tcnggcl 16 Maret 2013 penhcﬂ Agendd
' Pembdhascm APBD 2013 Mengalami Kebuntuan/Deadiock: : S

© MEMUTUSKAN :

"PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

Mene’rdpkqn
ARU TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Ahggamh Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Sebagoi berikut:

' : 1. Pendapatan Daerah Rp. 504.684.429.472,00

2. Belanjo Daerah - Ro. 492.775.795.921,00
Surplus/(Defisit) Rp. 11.908.633.551,00

1 3.  Pembiayaan Daerah:

’ a. Penerimoan Rp. 52.792.614.964,41



b. Pengeluaran ' Rp. 1.750.000.000,00

Pembiayaan Nelo  Rp. 51.042.614.964,41

" Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan " Rp. 62.951.248.515.41

Pasal 2
(1)" Pendapatan Daerah seboédimong .dimctjksu'c_l pada Pasal 1 terdirt dari;
a. _Pendqm}dn Asli Daerah sejumiah Rp. 8.6] 4.000.000,00

b. Dana Perimbangan sejﬁmich Rp_.'47'1 812.611.168,00

c. Lain-lain Pehddbo?on Daerah ydng Sah sejumiah Rp. 24.257.818.304,00
{2) Pendapatan Asli Daerah sebcgcimaﬁc dimaksud pada ayat {1} huruf a terdir dari jehis pendapatan: -

a.  Hasl Pajok daerah sejumiah Rp. 885.000.000,00 | B

b. Hasil Retribusi daerah sejQMIah Rp. 4.029.000.000.00

C. Hdsil‘pengeididcn kekayaan daerah yang dipisahkan sejumiah Rp. 200.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daérclh yang sah sejumlah Rp. 3.500.000.000,00
(3) Dana perirﬁbcngcn sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b terdir dari jenis pendapgatan:

a.  Dana bagi hasi pcq'qk/bogi hasil bukan pajak sejumiah Rp. 24.147.174.168,00

b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 375.944.887.000.00

c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 71.720.550.000,00




Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 'GYCXT {1} huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan:
a.  Dana bagi hasil pajak &ori Provinsi sejumlah Rp. 7.500.000.000,60

b, Danda penyesuoian dan otonomi khusus sejumiah Rlp. 16.557.818.304,00
c: Bantuan keuchgan dar:l provinsi aifau pemerintah daerah Jdiﬁﬁyc_ '_seijm!

Pasal 3

Belon}d Daerah sebdgoi'rhahq dimaksud pada Pasal | ‘rerdiri dari:

a. Beianjqﬁdak Lcngsuﬁg sejumiah Rp. 205.181.652.574.0C

b. Bélanjc: Longsungl séjumiah Rp. 2287.594.143.347,00

Belanja Tidak_Lc’mgsung ée'bogaimqno dimaksud pada ayat {1) huruf a terdiri dari .je'nis belanja:
a. Belanja Pegawai ‘_s‘éijiah Rp. 199.633.008.443,00

b. Belanja BQngu séjumldh Ep. 0,00

c. Belanja subsidi sejum!ah Rb. 3.216.240.619,00

d. Belanja hibah sejumlah Rp. 0,00

e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 264.792.069,00

f.  Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 0,00

g. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.067,611,443,00



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hurut b terdiri dari jenis belanja:
h. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 65.801 .596.500,00
. Belanja Barang dan Jasa sejumiah Rp. 1307625.473.892,00

' 1 Bél-cmjd Moddal »sejumleﬁ Rp. 9.1.'1‘67'..072._'955,00

N Pasai4

{1} Pémbiayadn doéfoh,s_eb_q_gqi_fn.cjn'd aimoksud pada PdSql 1 terdir dar:
a. Penerimaan sejumich Rp. 52.792.614.964,41 |
b. Pengeluaran sejumiah Rp. 1.'750;000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimand dimaksud pada ayat {1) huruf o terdiri dari jenis pembiayaan:

| a. SiLi?-A tahun anggaran sebelumnya sejumiah Rp. 52.792.614.964,41

(3) Pengeluaran sebagaimana dimoksud pada G;/df (1) huruf b terdir dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan modal '{ihves’rasi) bemerintah daerah sejumlah Rp. 1.750.000.000,00

b. Pembdycronrpokok utang sejumiah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang fidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini, terdiri dari:

1. Lampion! Ringkasan APBD;




1.

| 10,

i 12.

13,

———-—--_.__r

Lampiran i

Lampiran [l

Lampiran {V

Lampiran V

Lampiran Vi
Lcmpirc{n Vﬁ
Lampiran VIl
Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran Xl

Lampiran Xii

Lampiran Xill

ik - H

Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daeraty dan Organisasi

Penjabaran APBD menurut Urusan Pemetintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan
serta Pembiayaan yang dirinci menuru’r kelornpok, jenis obyek dan rincian obyek; '

Rekapﬁu!ost Be(on;q menuru? Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Progrcm dcm Kegao’ron

Rekapitulasi Beionjo Doercxh unfuk Keaelorason dan Kefprpceduon Uruscn Pemermfc:hcn Dagrah dan Fungm Daiom
Kerangka Pengelolaan Keuongan Negc:ra :

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

Baftar Piutqhé Daérqhkz -V

Daftar Penyertaan Modal -‘(inves’rosi) daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Perkirodn Pehq‘mbqh‘an dan Pengurangon Aset ldinnya;

Daftar kegiatan- kegsa’rcm fahuh anggaran sebelumnya yang belum dlselesalkcm dan dionggc}rkan kembalidatam
tahun anggaran ini;

Daftar dana cadongon daerah; dan

Daftar ijgmon qurc:h dan Obligasi Daerah.

Puscl 6

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini difuqngkan lebih tanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggqmn Satuan Kefja

Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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Pasat 7
Perqturcm Bupati ini muldai berdaku pada fcmggal diundangkan. Agar setiap orcmg mengetahuinyg, memenn’rahkan pengundangan

Peros’rurcm Bupati Kepuiaucn Aru rni dengan penempotctnnyc: dalam Berita Daerah.

~ Ditetapkan di Dobo
: pqdct tanggal 3 April 2013

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 3 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU .

N/l ,

Drs. G.AA. m;ﬂ){s., SAP., SE.

PEMB!MQEJTAMA MADYA
NIP. 19564101 198601 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2013
NOMOR 5 TAHUN 2013
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